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1 | PELAKU KEJAHATAN KORPORASI PADA SEKTOR 
KEUANGAN
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ATURAN HUKUM YANG MENGATUR MENGENAI 
KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM TINDAK PIDANA

KUHP TIDAK MENGENAL KORPORASI SEBAGAI 
SUBJEK TINDAK PIDANA

integrity@integritylawfirms.com

Pasal-pasal di dalam KUHP diawali dengan “Barang siapa”, “Setiap Orang” 
ata “Siapa saja” sebagai terjemahan dari “Hij Die”. Idiom “Barang Siapa” 
merujuk pada  peseorangan

Pasal 59 KUHP

“Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap 
pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisairs, 
maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang 
ternyata tidak ikut campur melakukan Pelanggaran tidak dipidana.” 

SUBJEK



4
integrity@integritylawfirms.com

Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh 
Korporasi

Pasal 3
Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan 
oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, 
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas 
nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi

Pasal 4 ayat (1)
Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai 
dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur 
tentang Korporasi

KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA DIATUR 
DI LUAR KUHP

SUBJEK
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Peraturan Perundang-Undangan Lain yang Mengatur Khusus 
Mengenai Pidana Korporasi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 
sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

“Setiap Pihak” sebagai subjek tindak pidana. Menurut Pasal 1 angka 22 UU 
Pasar Modal, Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, 
perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau Kelompok yang terorganisasi. 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian 
sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
“Setiap Orang” sebagai subjek tindak pidana. Menurut Pasal 1 angka 34 UU 
Perasuransian, Setiap Orang adalah orang perseorangan, korporasi atau 
badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk 
badan hukum, atau badan lainnya. 

SUBJEK
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Sumber: Perma 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi

Korporasi Dapat Dikenakan 
Pidana Dalam Hal:

Pemeriksaan Korporasi yang 
Melakukan Tindak Pidana 
diwakili oleh Pengurus
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Sumber: Perma 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi

Pengurus dan Korporasi Dapat 
Bersama-sama Dijerat Tindak Pidana 
Korporasi
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• Beneficial Owner atau Pemilik Manfaat acap kali menjadi tirai bagi 
seseorang untuk berlindung atas kejahatan yang dilakukannya di 
bidang keuangan. Mereka sulit tersentuh karena melakukan 
kejahatan secara tidak langsung dan sulit untuk terjangkau melalui 
Subjek sebagaimana diatur dalam undang-undang. 

• Pemilik Manfaat secara sederhana dapat didefinisikan sebagai 
seseorang yang dapat mengkontrol dan menerima 
keuntungan dari Korporasi baik langsung maupun tidak 
langsung. Pemilik Manfaat dapat juga berupa pemilik sebenarnya 
dari dana korporasi atau saham korporasi.

• Dibutuhkan penafsiran dan upaya khusus atas ketentuan 
peraturan perundang-undangan untuk menjerat beneficial owner 
sebagai pelaku kejahatan korporasi.

SELAIN KORPORASI, BAHKAN BENEFICIAL OWNER JUGA DAPAT 
DIANGGAP SEBAGAI “SUBJEK” KEJAHATAN KORPORASI DI 
BIDANG KEUANGAN
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BENEFICIAL
OWNER

No. Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan

Norma

1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 
tentang Pasar Modal yang terakhir 
diubah berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2023 (UU Pasar Modal)

Penjelasan Pasal 5C huruf b

Yang dimaksud dengan "pemegang saham" adalah pemegang saham 
secara langsung dan pemegang saham tidak langsung.

2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 
tentang Pengembangan dan Penguatan 
Sektor Keuangan (UU PPSK)

Pasal 1 angka 30

Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah 
badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha baik yang 
secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau yang setara 
dengan saham pada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa 
keuangan dan/atau mempunyai kemampuan untuk melakukan 
pengendalian atas pihak dimaksud.

Pasal 1 angka 31 

Pemegang Saham Pengendali Terakhir (ultimate shareholders) yang 
selanjutnya disingkat PSPT adalah orang perseorangan atau negara yang 
secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham perusahaan dan 
merupakan pengendali terakhir atau pemilik manfaat terakhir (ultimate 
beneficial owner) dari suatu perusahaan atau kelompok usaha.

Terdapat sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang bisa 
digunakan dan ditafsirkan untuk menjerat Pemilik Manfaat sebagai 
pelaku (subjek) kejahatan korporasi di bidang keuangan.
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BENEFICIAL
OWNER

No. Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan

Norma

3 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 
2018 tentang Penerapan Prinsip 
Mengenali Pemilik Manfaat dari 
Korporasi dalam rangka Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang dan Tindak Pidana 
Pendanaan Terorisme (Perpres 
13/2018)

Pasal 1 angka 2

Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau 
memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau 
pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan 
Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik 
langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari 
dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.

4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 
Tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik 
Manfaat dari Korporasi 
(Permenkumham 15/2019)

Lampiran II Permenkumham 15/2019 tentang Kriteria Pemilik Manfaat 
dari Korporasi halaman 23 huruf g)

Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas merupakan orang perseorangan 
yang memenuhi kriteria:

g) Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham 
korporasi. Kriteria ini hanya berlaku terhadap orang perseorangan yang 
identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari 
korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari 
korporasi (ultimate beneficial ownership), namun merupakan pemilik 
sebenarnya dari dana atau saham korporasi.
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No. Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan

Norma

5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
Nomor 10 /POJK.04/2018 Tentang 
Penerapan Tata Kelola Manajer 
Investasi (POJK 10/2018)

Pasal 1 angka 10

Pemegang saham pengendali adalah pihak yang secara 
langsung atau tidak langsung memiliki:

a. saham paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 
saham yang dikeluarkan oleh satu Manajer Investasi 
dan mempunyai hak suara; atau  

b. saham kurang dari 20% (dua puluh persen) dari saham 
yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi dan 
mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah 
melakukan pengendalian baik secara langsung 
maupun tidak langsung terhadap Manajer Investasi.

Meskipun terdapat sejumlah ketentuan yang dapat digunakan untuk menjerat Pemilik Manfaat 
selaku pelaku kejahatan korporasi, banyak penegak hukum tidak memahami, tutup mata, atau 
bahkan mengenyampingkan ketentuan-ketentuan ini. Sehingga, “penjahat” di bidang korporasi 
dapat mudah lolos dari jerat hukum.
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2 | MACAM-MACAM KEJAHATAN KORPORASI PADA 
SEKTOR KEUANGAN DAN ANCAMAN SANKSINYA
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1
PENIPUAN INVESTOR

Kerap dilakukan oleh perusahaan atau individu di sektor
dengan memberikan cara memberikan informasi yang
salah atau menyesatkan mengenai investasi yang
mereka tawarkan.

13
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2
MANIPULASI PASAR
Terjadi ketika perusahaan atau individu mencoba untuk
mengatur harga atau volume perdagangan agar
menguntungkan posisi mereka sendiri.

3
PENCUCIAN UANG

upaya menyembunyikan asal usul uang ilegal dengan
menyamarinya sebagai uang yang berasal dari kegiatan
yang sah, sering kali melalui transaksi finansial yang
kompleks.

4
INSIDER TRADING

Terjadi ketika seseorang memanfaatkan informasi
rahasia atau non-publik untuk melakukan perdagangan
saham atau sekuritas lainnya, yang ilegal karena
merugikan investor lain yang tidak memiliki akses pada
informasi yang sama.

5
PENGGELAPAN/PENIPUAN DANA

Perusahaan atau individu menggunakan dana investor
atau nasabah untuk kepentingan pribadi atau
mengalihkannya tanpa izin untuk tujuan yang tidak sah

5 KEJAHATAN KORPORASI (CORPORATE CRIME) PADA 
SEKTOR KEUANGAN YANG KERAP TERJADI
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SANKSI/HUKUMAN YANG DAPAT DIKENAKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN KORPORASI DAN/ATAU PENGURUS
BERDASARKAN ATURAN DI ATAS ADALAH:

• Pidana denda sebagai pidana pokok (tidak ada pidana kurungan bagi Korporasi).

• Pidana tambahan, seperti perampasan barang bukti, uang pengganti, ganti rugi, hingga perbaikan kerusakan akibat tindak pidana
Korporasi.

Sumber: Perma 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi

SANKSI TERHADAP KORPORASI DAN/ATAU PENGURUS YANG 
MELAKUKAN TINDAK PIDANA
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CONTOH KASUS; PUTUSAN HAKIM TERKAIT TINDAK PIDANA KORPORASI

- Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/Pn.Jkt.Pst
- Hukumonline.com
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3 | PERAN OJK DALAM MEMITIGASI DAN 
MENANGGULANGI KEJAHATAN KORPORASI DI SEKTOR 

KEUANGAN
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Keberadaan tugas pengawasan OJK 
dalam sektor LJK dan Pasar Modal 

adalah salah satu upaya mewujudkan 
sistem keuangan yang berkelanjutan 

dan stabil serta melindungi 
kepentingan konsumen dan 

masyarakat dalam kerangka memikul 
tanggung jawab negara mewujudkan 

welfare-state di bidang industri 
keuangan.

Putusan MK Nomor 102/PUU-XVI/2018, paragraf 3.13, halaman 232.

OJK MEMILIKI TANGGUNG JAWAB UNTUK MEWUJUDKAN 
WELFARE-STATE
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üOJK merupakan konsekuensi logis dari tujuan dibentuknya 
welfare-state dengan kewenangan atributif tertentu;

üKewenangan yang melekat pada OJK menjadikan OJK 
memikul tanggung jawab tertentu sebagai penjaga ketertiban 
dan keamanan negara di sektor LJK dan pasar modal yang 
dituntut untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat;

üOJK wajib memaksimalkan kewenangan yang diberikan oleh 
negara untuk melakukan pengawasan LJK, termasuk di bidang 
perasuransian. 

OJK memikul kewajiban mewujudkan welfare-state 
melalui kewenangan yang diberikan oleh negara
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OJK SEBAGAI LEMBAGA YANG MENGATUR DAN MENGAWASI 
INDUSTRI JASA KEUANGAN
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Kembali ke pendapat B. Arief Sidharta, ada 5 proses pembentukan hukum, 
yakni:

1) Proses politik yang menghasilkan perundang-undangan;

2) Proses peradilan yang menghasilkan yurisprudensi;

3) Putusan birokrasi pemerintah yang menghasilkan ketetapan;*

4) Perilaku hukum warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 

yang menghasilkan kebiasaan;

5) Pengembangan ilmu hukum menjadi doktrin.

*Dahulu, Ketetapan merupakan produk hukum yang dikeluarkan dalam bentuk regeling dan beschikking.
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Kewenangan birokrasi tersebut diwujudkan ke Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 

sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 sebagai berikut:



21
integrity@integritylawfirms.com

Khusus mengenai pengawasan, OJK diberikan 
kewenangan sebagai berikut menurut Pasal 9 UU 
OJK:

Penegakan hukum oleh OJK dimaksudkan untuk 
mencapai tujuan welfare state:
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Sehubungan dengan kasus dan kewenangan yang dihadapi, OJK perlu menyempurnakan regulasi yang dijadikan 
celah hukum oleh “penjahat” korporasi. Misalnya: 
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Bagaimana dengan penjatuhan sanksi administratif oleh OJK? 

TETAP TEGAS menjatuhkan sanksi Administratif 

terhadap “penjahat” korporasi, khususnya di bidang 

industri jasa keuangan.

Perlawanan Michael Stevan dan Kresna Group 

merupakan suatu “tantangan” yang harus dihadapi, 

bukan penghalang bagi OJK untuk melaksanakan 

khittahnya.

Demi perekonomian nasional yang tumbuh secara 

berkelanjutan dan stabil, OJK harus mengambil 

langkah kongkrit.
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Hal Lain: Penegakan Hukum Pidana Menurut UU OJK

Pasal 49

Perlu 

Optimalisasi 

Kewenangan
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4 | KASUS KRESNA LIFE DALAM PERSPEKTIF HUKUM 
TATA NEGARA
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PEMEGANG SAHAM, PEMEGANG SAHAM PENGENDALI MAUPUN UBO DILARANG 
MELAKUKAN INTERVENSI TERHADAP KEGIATAN USAHA

q Pemaknaan terhadap siapa yang termasuk sebagai pemegang
saham tidak serta merta bergantung pada POJK 10/2018 saja, 
melainkan perlu dilihat regulasi lain yang relevan.

q Misalnya, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, mengacu
pada Pasal 5C UU Pasar Modal, Pasal 1 angka 31 UU 4/2023, 
Perpres 13/2018, diterangkan pula definisi pemegang saham
pengendali hingga UBO.

q Dari ketentuan tersebut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa
sejatinya pemegang saham bukan hanya mereka yang 
tercatat dalam anggaran dasar, tetapi juga mereka yang tidak
tercatat dalam anggaran dasar dan memiliki kemampuan
pengendalian kegiatan usaha. 
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q Dari kacamata teknik penyusunan peraturan perundang-
undangan, kata atau frasa yang ditulis dengan huruf kecil
dan BUKAN ditulis dengan huruf kapital, perlu
ditafsirkan secara LUAS karena kata atau frasa dimaksud
tidak dilimitasi dalam pengaturan regulasi a quo.

q Misalnya, penulisan “hakim” dalam UU Kekuasaan
Kehakiman. Hakim dengan huruf kapital dimaksudkan untuk
hakim agung dan Hakim Konstitusi dengan huruf kapital,
hanya untuk hakim konstitusi. Berbeda halnya ketika ditulis
dengan huruf kecil, yaitu “hakim” maka maknanya ialah
meliputi seluruh hakim di jajaran Mahkamah Agung dan
seluruh hakim di lembaga Mahkamah Konstitusi.

Larangan intervensi kegiatan usaha dalam Pasal 4 ayat (1) POJK 10/2018, penulisan norma pemegang
saham dituangkan dengan huruf kecil.

Tertulis menggunakan huruf kecil

(Lanjutan...) PEMEGANG SAHAM, PEMEGANG SAHAM PENGENDALI MAUPUN UBO 
DILARANG MELAKUKAN INTERVENSI TERHADAP KEGIATAN USAHA
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Dengan bercermin dari penafsiran di atas, 
maka frasa “pemegang saham” dalam Pasal 4 

ayat (1) POJK 10/2018, mengandung makna

yang LUAS sehingga mencakup juga 
“pemegang saham pengendali

terakhir”─sebagai pemegang saham tidak
langsung atas suatu perseroan. 

(Lanjutan...) PEMEGANG SAHAM, PEMEGANG SAHAM PENGENDALI MAUPUN UBO 
DILARANG MELAKUKAN INTERVENSI TERHADAP KEGIATAN USAHA
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“Patahnya Palu Hakim” terjadi ketika negara berhadapan dengan 
Michael Stevan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor 
237/B/2024/PT.TUN.JKT jo 437/G/2023/PTUN-JKT. Michael Stevan dua kali 
lolos dari jerat hukum karena hakim mempertimbangkan bahwa yang 
bersangkutan bukan pemegang saham langsung atas PT Kresna Asset 
Manajemen. 

Padahal, kejahatan korporasi merupakan kejahatan kerah putih yang 
dilakukan oleh orang dengan jabatan, kekuasaan, inteligensi dan kekuatan 
finansial yang tinggi. Sehingga, pembuktian kejahatan yang dilakukan oleh 
Michael Stevan tidak mungkin se-sederhana “pemegang saham langsung”.

Terlebih, Berdasarkan Pasal 5C UU Pasar Modal, Pasal 1 angka 31 UU
4/2023, Perpres 13/2018 dan POJK 10/2018 dengan jelas mendefinisikan 
bahwa Pemegang Saham Pengendali maupun UBO termasuk ke dalam 
golongan Pemegang Saham, sehingga dilarang untuk mengintervensi 
kegiatan usaha.

(Lanjutan...) PEMEGANG SAHAM, PEMEGANG SAHAM PENGENDALI MAUPUN UBO 
DILARANG MELAKUKAN INTERVENSI TERHADAP KEGIATAN USAHA
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Selain menjerat “penjahat” korporasi di bidang 
keuangan melalui peraturan perundang-undangan 
yang ada, terdapat cara lain yang perlu ditempuh, 
yakni membatasi hak “penjahat” untuk melakukan 
pembelaan hukum dalam keadaan tertentu. 
Misalnya, “penjahat” yang bersembunyi/buron tidak 
diizinkan untuk mengajukan gugatan maupun men-
challenge setiap keputusan hukum berdasarkan
doktrin fugitive disentitlement.

LARANGAN BAGI BURONAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN 
DALAM RANAH HUKUM PUBLIK BERDASARKAN DOKTRIN 
FUGITIVE DISENTITLEMENT
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Fugitive Disentitlement Doctrine secara garis besar menyatakan bahwa 

seseorang yang didakwa dalam kasus pidana dapat melakukan 

perlawanan terhadap penyitaan perdata atas harta bendanya hanya 

apabila ia menyerahkan dirinya untuk menghadapi dakwaan pidana. 

Dengan kata lain, tegasnya, pengadilan dapat menolak

gugatan/banding ketika pihak yg mengajukannya menjadi seorang

buronan, termasuk diwakili oleh Kuasa Hukumnya.

Doktrin ini PERLU dikembangkan ke ranah hukum lain seperti Perdata dan 

Tata Usaha Negara, termasuk perkara Michael Stevan. Apalagi berkaitan

erat dengan kepentingan dan kerugian publik.

(Lanjutan...) LARANGAN BAGI BURONAN UNTUK MENGAJUKAN 
GUGATAN DALAM RANAH HUKUM PUBLIK BERDASARKAN 
DOKTRIN FUGITIVE DISENTITLEMENT
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Doktrin Fugitive Disentitlement

Doktrin ini berkembang dari ranah hukum pidana. Di Indonesia, doktrin ini 

digunakan sejak tahun 1988 melalui SEMA Nomor 6 Tahun 1988 tentang 

Penasehat Hukum atau Pengacara yang Menerima Kuasa dari 

Terdakwa/Terpidana “In Absentia” yang kemudian dikembangkan oleh 

SEMA Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan PK dalam Perkara Pidana 

dan SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Praperadilan bagi 

Tersangka yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian 

Orang.

(Lanjutan...) LARANGAN BAGI BURONAN UNTUK MENGAJUKAN 
GUGATAN DALAM RANAH HUKUM PUBLIK BERDASARKAN 
DOKTRIN FUGITIVE DISENTITLEMENT
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SEMA Nomor 6 Tahun 
1988
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SEMA Nomor 1 Tahun 
2012



35
integrity@integritylawfirms.com

SEMA Nomor 1 Tahun 
2018



36
integrity@integritylawfirms.com

Selain Fugitive Dientitlement Doctrine terdapat 4 teori, asas, atau konsep hukum 

lain yang melarang seseorang untuk mengajukan pembelaan, yakni:

(Lanjutan...) LARANGAN BAGI BURONAN UNTUK MENGAJUKAN 
GUGATAN DALAM RANAH HUKUM PUBLIK BERDASARKAN 
DOKTRIN FUGITIVE DISENTITLEMENT

1. Clean Hand Doctrine

Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang tidak boleh mendapatkan bantuan hukum jika

mereka mendekati pengadilan dengan itikad buruk atau telah melakukan ketidakadilan

sendiri. Jika seseorang adalah buron, ia dianggap tidak memiliki 'tangan bersih' karena

telah melanggar hukum dengan melarikan diri dari proses hukum yang sah. 

2. Asas Kepatutan dan Kewajaran

Dalam asas ini, keadilan dan kewajaran dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan

hukum. Mengizinkan seorang buron untuk melakukan upaya hukum dapat dianggap tidak

adil dan tidak sesuai dengan prinsip kepatutan hukum, karena individu tersebut

menghindari kewajiban hukum mereka.
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(Lanjutan...) LARANGAN BAGI BURONAN UNTUK MENGAJUKAN 
GUGATAN DALAM RANAH HUKUM PUBLIK BERDASARKAN 
DOKTRIN FUGITIVE DISENTITLEMENT

3. Prinsip Respek terhadap Hukum

Prinsip ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap aturan dan proses hukum.

Seseorang yang menjadi buron menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum dan oleh

karena itu tidak pantas diberi hak untuk menggunakan sistem hukum yang sama untuk

melindungi atau mengadvokasi kepentingan mereka.

4. Prinsip Integritas Pengadilan

Pengadilan harus menjaga wibawa dan integritasnya. Mengizinkan buronan untuk

mengajukan gugatan dapat merusak wibawa dan integritas pengadilan karena

menunjukkan bahwa pengadilan dapat dimanipulasi oleh individu yang tidak menghormati

hukum.
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E. Utrecht menyatakan bahwa pembagian kekurangan
dalam suatu ketetapan kedalam dibagi menjadi esensial (inti)
dan yang bukan yang esensial. Namun, kandungan kekurangan
tersebut harus dilihat secara kasuistis yang penting bahwa
keputusan administrasi negara adalah
pemanfaatan/kegunaannya “doelmatigheid”
lebih penting dari pada sesuai tidaknya dengan hukum positif
“rechtsmatigheid”.

Beberapa Pendapat Ahli Mengenai Asas Doelmatigheid dan Rechmatigheid 
dalam ranah hukum administrasi

E.Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II (Pustaka Tinta Mas 2000).

Asas doelmatigheid memiliki tingkat prioritas yang lebih tinggi
daripada asas rechtmatigheid, sehingga dalam kondisi apapun
ketika asas rechtmatigheid dan asas doelmatigheid ini sangat
tidak sejalan bahkan menjadi nampak kontras sekali, maka
asas doelmatigheid yang harus didahulukan.

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Penerbit Liberty, 
Yogyakarta, 2009.[92].
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Berpedoman pada landmark decision, in casu
Putusan Mahkamah Agung Nomor
456/K/TUN/2015, halaman 74, paragraf ke-2, 
juga menguraikan hal serupa, yaitu: 
pemeriksaan dan pengujian objek sengketa
TUN oleh PTUN tidak hanya didasarkan kepada
segi rechtmatigheid semata, tetapi harus
juga memperhatikan segi
doelmatigheid yang lebih
mengedepankan kemanfaatan dan 
bersifat futuristik. 

Sehingga, semestinya asas kemanfaatan
lebih diutamakan dibandingkan legalitas, 
terlebih jika menyangkut hak-hak publik
seperti para nasabah pada sektor keuangan
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